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BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN
AIR PERMUKAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

C.

bukan  kewenangan  Pemerintah Kabupaten/Kota
melainkan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 188.34-5097 Tahun 2016 telah
mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan, sehingga perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2009
tentang  Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . ... ..
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan  Daerah Propinsi  Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1I Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor S0, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomoor 130, Tambahan
Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S679)

H

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Menetapkan

dan
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH
TANAH DAN AIR PERMUKAAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HAR] NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN,
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Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 4), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
,2018 /

Diundangkan di : Muara Bulian
Padatanggal o Oktober 2018

SEKRETARIS DAERA_H__BUPATEN BATANG HARI
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI
(17 ), ( 17 ) /2018



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATAN G HARI

NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN
AIR PERMUKAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

[. UMUM.
Bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188

188.34-5097 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Hari Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan. Pembatalan Peraturan Daerah ini didasari atas
keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI1/2013 tanggal
18 Februari 2015, menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud,
seluruh Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri,
termasuk Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum,
Selanjutnya, pada pasal 24 Peraturan Daerah dimaksud dengan Lampiran
I angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan, bahwa dalam
pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR : 17 )





